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PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

PERATURAN  DAERAH  KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

NOMOR  11 TAHUN  2009 

TENTANG 

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN      

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,  
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore 
Kepulauan  tentang Penataan Kawasan Perdesaan; 
 

Mengingat  : 1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 

 
  Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera 
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten 
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4264 ); 
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5. 
 
 
 

 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. 
 
 
 

 

 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 

 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) ; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4738); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4826); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa; 
 
Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 
Maluku Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah 
Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri D Nomor 06); 
 
Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak 
Lingkungan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah 
Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 6).  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KOTA TIDORE  KEPULAUAN 
 

dan 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom 

lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.  
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan. 
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggara 
Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 

 
BAB II 

TUJUAN PENATAAN  
 

Pasal 2 
 
Penataan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang di sebuah perdesaan 
guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai 
pusat kegiatan ekonomi dan pasar. 

 
Pasal 3 

 
Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan 
pendayagunaan kawasan perdesaan dengan mengikutsertakan masyarakat 
sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. 
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BAB III 
RUANG LINGKUP  

 
Pasal 4 

 
Penataan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan atau pihak 
ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD  sebagai bentuk partisipasi 
masyarakat. 

Pasal 5 
 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan 
meliputi : 
a. Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan 

dan pemanfaatan ruang; 
b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat 

terhadap rencana tata ruang; 
c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen 

perencanaan tata ruang; dan  
d. Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan. 

 
BAB IV 

KEWENANGAN DESA 
 

Pasal 6 
 

Kewenangan desa dalam hal perencanan dan pelaksanaan pembangunan kawasan 
perdesaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB V 
PELAKSANAAN 

 
Pasal 7 

 
Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga. 

 
BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 8 

 
(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan 

kawasan perdesaan. 
 
(2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan 

dilakukan  BPD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan. 

 
Ditetapkan di Tidore   
pada tanggal  8 Oktober 2009 
 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
     T t d 
 

ACHMAD  MAHIFA 
 
 
 

Diundangkan di Tidore 
pada tanggal 8 Oktober 2009 
  
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
 T t d 
 
IBRAHIM MARADJABESSY  
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  TAHUN 2009  NOMOR 92 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
 
 

BONITA SY MANGGIS, SH 
PEMBINA  

NIP. 010 243 332                    
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
NOMOR   11  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN      

 
I.  PENJELASAN UMUM 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan mengenai 
desa di tingkat Kota harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Walaupun terjadi pergantian Undang-
Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai 
desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa 
dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan 
pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada 
masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu 
mewujudkan paran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan 
turut serta bertanggung Jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 
sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa 
kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat 
setempat di dasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 
terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam 
perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti 
perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus 
mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui 
BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) 
Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan 
kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat. 
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Sebagai upaya untuk mewujudkan Desa di Kota Tidore Kepulauan yang 
berprospek manusiawi, maka Penataan Kawasan Perdesaan perlu dilakukan 
agar tercipta ketentraman, ketertiban dan kenyamananan di wilayah perdesaan, 
selain itu penataan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk menata ruang di sebuah 
perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta 
fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasaran di wilayah 
perdesaan serta tertib administrasi di wilayah perdesaan.  

Berkaitan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu mengatur tentang 
Penataan Kawasan Perdesaan. 

Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan telah mendapat 
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan 
berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota 
Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Tidore Kepulauan,  Tanggal  7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah.  

 

II. PASAL  DEMI  PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

 
Pasal 4 

Cukup Jelas 
 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
 
Pasal 7 

 
Bagi Desa yang sudah memiliki Rencana Tata Ruang berdasarkan peraturan 
yang berlaku, maka pembangunan dan penataan kawasan harus 
menyesuaikan. 
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Pasal 8 
 
Ayat (1) 
 

Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
 
Pasal 9 

Cukup Jelas 
 
Pasal 10 

Cukup Jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 
NOMOR  72 
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